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Abstract

This research aims to describe vocational higjh schools (VHS)
educational budget pattern, its problems, and also the effort
solve the problems. This research was conducted at state as
well as private VHSs in Yogyakaria. A sample of 11 state and
26 private VHSs was established. Data were collected b
using questionnaire, interview, and document, and then
analyzed both quantitatively and qualitatively. The resulis
indicate that: (a Educational budget of state and private VH5»
comes from government finance and parents suppor
category, (b) Educational budget of state VHSs come more
Jfrom government than from parents support, whereas thal of
private VHSs come more from parents than from government
(c) the biggest problem faced by state as well as privete VHASy
is the delay of payment from the government and the parents

Keyword:  Educational Budget Patterns, Vocational High
School (SMK)

Pendahuluan

54

Pendidikan kejuruan sebagai lembaga pendidikan vang
bertujuan menyiapkan lulusannya memasuki dunia kerja memiliki
peran strategis dalam menyiapkan SDM khususnya tenaga ketjs
tingkat menengah. Hal ini didasarkan pada proyeksi kebutuhian
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4 i masa mendatang yang memerlukan tenaga terampil
sgah dalam jumlah yang besar. Pengalaman di lapangan
,r proyeksi perencanaan pembangunan menunjukkan
Iau  dari prospek kebutuhan maupun kelayakan
vt pendidikan kejuruan masih merupakan investasi yang
i m mempersiapkan tenaga terampil tingkat menengah
WOK) Hasil analisis biaya-manfaat yang dilakl}kan Abbas
)) menunjukkan bahwa secara keseluruhan investasi di
jjutan tingkat atas baik SMU maupun SMK ‘adalah
shkan  Selain itu ditemukan bahwa investasi di SMK

Ik Teknologi adalah investasi yang paling mengun-

wan paradigma pendidikan dari supply driven ke
Uven menuntut lembaga pendidikan turut bertanggung
alap kualitas lulusan termasuk dalam hal men_dapatka.q
selelah lulus. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai
Aenngn kerja, namun dituntut menghasilkan lulusan yang
wiir-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.
| | fujuan tersebut dalam operasional‘nya lgmbaga
i tidak dapat dilepaskan dari faktor biaya. Disadari bahwa
siinekatkan mutu dan relevansi pendidikan seiring tuntutan
perkembangan iptek yang begitu cepat _memerlukan
yang makin besar. Tanpa adanya pemblayaan yang
il mustahil tujuan-tujuan tersebut akan tercapat.

fengah upaya untuk meningkatkan mutu .pendidikan

idikan kejuruan dihadapkan pada berbagai perubahan
i dalam berbagai aspek kehidupan yang pada gkhlmya turut
sgaruh terhadap penyelengggaraan pendidikan termasuk
Ml pembiayaan, Beberapa perubahan mendasar tersebut_
vs dampak buruk krisis ekonomi, diterapkaqnya otonomi
munajemen berbasis sekolah (MBS). Krisis ekonomi
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1 i didikan

l4 maupun menggali dana pembiayaan pen
* 'kamitepsekolah. Jelas bahwa dengan dltera_pkannya
dltﬁmut mampu secara mandiri dan kreatif untuk

yang melanda Indonesi sejak tahun 1997, masih menimbulkd
dampak buruk terhadap berbagai bidang kehidupan termas

pendidikan. Krisis mengakibatkan turunnya kemampuan pemerini fengelola sumber dana bagi pembiayaan pendidikan.
dalam pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu mau tidak i

: , , ' ielas bahwa dengan turunnya kemampuan
sekolah dituntut mampu menggali dana pembiayaan pendidi T e di at;ZJiZlZZn pendidilfan, penerapan otonomi
secara mandiri, serta mampu meningkatkan peran masyarakat/du BAm  pe yb basis sekolah semuanya menuntut
usaha dalam pembiayaan pendidikan. Jmsnajcmen ber

k lebih mandiri, kreatif, inovatif dalam menggali bdaq

Diberlakukannya UU No. 22 Th 1999 tentang Pemerintuli " berbagai sumberdaya' dap sumber danadalagl
Daerah dan UU No 25 th 1999 tentang Perimbangan Keuangs _ pendidikan.  Sekolah diberi keleluasaan dalam
antara Pemerintah Pusat dan Daerah pada dasarnya memberihil kan sumberdaya yang dimilikinya untuk membiayaal
kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daers Mng memang mahal.
dalam berbagai bidang agar dapat mengatur dan melaksanakul " wekolah dengan budaya kemandirian dan profe-
kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepenting 1 ”kola N5 erubahan paradigma pembiayaan
masyarakat dan potensi setiap daerah. Pendidikan merupakan salil &, ng tmgﬁl, P juang untuk lebih meningkatkan
satu bidang yang diserahkan kewenangannya kepada daerah. Dengai n rnlcrupa arrl] p:h sumber-sumber dana bagi pem-
demikian manajemen pendidikan yang tadinya berada di pusil fnye dalam me egngirl g e i, Wari, hdel-sebaldh
menjadi kewenangan daerah masing-masing. Sesuai dengan ULl Ny 7idlkap guna gah fz’i an terbiasa bergantung kepada
25 tahun 1999 (pasal 8), kewenangan daerah dalam berbagai bidang 7,lnrdinar‘; ren adigma pembiayaan ini merupakan
termasuk pendidikan ini akan diikuti dengan pelimpahan pembis J rperuha e pgr t;g(;nak jarang kebutuhan pembiayaan
yaannya kepada daerah. Penerapan manajemen berbasis sekolih ¥ |ma‘t.b'eral ij B dJibebankan kepada siswa tanpa
(MBS) erat kaitannya dengan pelaksanaan UU No 25 tahun 994 tingg! ".‘“Se“;,a ;i o Jaiii
yaitu mengubah mekanisme pengambilan keputusan dan kewe: fmenggeli sumber da ' : SMK)
nangan yang selama ini dilakukan oleh pusat dilimpahkan ke daerah Jnlmana sebenarnya sekolah menengah kejuruan b( -
kabupaten/kota. Kebijakan tersebut memungkinkan dilaksanakaniys 4erl maupun swasta memenuhi kebutuhan pem lgyhan
asas desentralisasi di bidang pendidikan untuk memperbaiki sistem gnnva, bagaiman sebenarnya SMK menyikapi peruba
sentralisasi vang kaku. Desentralisasi pendidikan memberi kelelis

pembiayaan tersebut, sudahkan SMK- melaklll(kag
saan dan kewenangan pada sekolah dan masyarakat setempat unik bial sumber-sumber pembiayaan? Penelitian 1m bernaksu
mengelola pendidikan.

' ' ] nh swasta di
il pola pembiayaan siswa SMK negen maupuni ¢ .
Alfine?ielian ini diharapkan mampu membenkan informasi
pml ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan kualitas

Penerapan MBS akan berimplikasi pula pada pembiayaas
pendidikan. Strategi implementasi MBS jangkan panjang mei-
berikan kewenangan dan keleluasaan secara mandiri kepada sekolih
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pendidikan kejuruan khususnya SMK. Berdasarkan latar belakun
masalah di atas, permasalahan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana gambaran pola pembiayaan SMK Neperi o4
Swasta di DI'Y |

)

2. Bagaimana alokasi biaya pendidikan SMK Neger
Swasta di DIY dan besarnya sumber-sumber dana vang ad
baik dari pemerintah pusat maupun daerah, orang us
masyarakat, dunia usaha dan sumber lain

.UJ

Berapa kebutuhan minimal biaya pendidikan SMK Ne el
dan Swasta di DIY

4. Strategi apa saja yang dilakukan SMK Negeri dan Swasta ¢
DIY dalam mencukupi kebutuhan pembiayaan pendidikan

5. Hambatan apa saja yang dirasakan oleh SMK Neperi dan
Swasta di DIY dalam memenuhi pembiayaan pendidikan das
upaya mengatasinya

Cara Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap SMK Negeri dan SME
Swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta, merupakan penelitian
survey, dengan populasi penelitian seluruh SMK Negeri dan Swasis
di DIY. Sampel diambil sebesar 37 SMK vang terdin dan |1 SME
Negeri dan 26 SMK Swasta. Metode pengumpulan  dats
menggunakan angket, dokumentasi serta wawancara.

Data kuantitatif yang diperoleh dari angket dan dokumentas
yang terkumpul dianalisis dengan analisis deskriptif. Sedangkan dats
vang sifatnya kualitatif hasil wawancara akan diorganisasikan ke
dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingps
menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan saling melenghap

58

ian dan Pembahasan

Tabel 1
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sfirmasi dengan temuan-temuan kuantitatif dari hasil

| analisis data pola pembiayaan SMK Negeri dan Swasta
punjukkan bahwa pola yang digunakan'adalah pola
mandiri. Untuk SMK Negeri pola pembiayaan masih
’ 'ﬁlndalkan subsidi dari pemenn’gz-xh dalam hal ini
P sal maupun daerah, kemudian diikuti pola mandiri
inasl turan dari orangtua siswa. Untuk SMK Swas@_pola
b dominan dengan pembiayaan yang t_)erasgl dari iuran
swi, sedangkan subdsidi dalam hgl ini dar pemerlptah
i pusat maupun daerah lebih d1dapatkan‘secara tidak
% keseluruhan pola pembiayaan SMK Negeri dan Swasta
bk Hal ini ditunjukkan dengan nilai rerata hasil pene-
ar 163,89 yang lebih besar dari rerata kriteria §ebesa_r 145.
wikiyn pola pembiayaan ini dapat pula diamati _din
wigan skor pola pembiayaan secara keseluruhan. Darl 37
svik 34 SMK (91,88%) termasuk dalam katagori cukup
’ﬂ& dan hanya 3 SMK (8,11%) saja yang mempunyai
Wngan sedang. Katagori skor tersebut dapat ditampilkan
wl di bawah,
:
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Kecenderungan Skor Pola Pembiayaan SMK Negeri

dan Swasta di DIY
Rglll(t::lg Kategori SMK Negeri | SMK Swasta

f (%) f (%) f

189-232 | Baik 3 12727 0 0 .
145 -188,5 | CukupBaik | 8 | 72,73 | 23 | 8846 | 31
101,5 - 144 | Sedang 0 0 3 11,54 3
85 -101 Rendah 0 0 0 0 0
Jumlah 11 100 | 26 100 | 37

Dari kecenderungan skor pola pembiayaan pada Tabel
tersebut tampak bahwa untuk SMK Negeri seluruhnya terma
dalam katagori cukup baik dan baik, tidak ada yang tergolong da
katagori sedang atau rendah. Hal ini berbeda dengan SMK §
yaitu sebagian besar tergolong cukup baik, dan tidak ada

Gabung

B ————— l 5
e \ 71,72 \ 6314 | 65,69J
:'.i a
ndana | 8230 | 7484 | 7108 |
n dana | 6920 | 6466 | 6601 B
[ jlan masyarakat \ 80,58 \ 73.01 \ 7531 J
= p d’r
B Fasilitas | 7727 | 69.87 | 72,07_4\
mas i Indikator 7531 | 6867 | 7064
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j Tabel 2 '
i« ypaian Skor Masing-masing Indikator.
Pola Pembiayaan SMK

||

Pencapaian (%)

~ Indikator SMK \ SMK Gabungan
3 Negeri Swasta

Yabel 2 tersebut tampak bahwa pada indikator pengga-
neapaian skor untuk SMK Swasta lebih rendah dan

tergolong dalam katagori baik, dan katagori sedang sebesar 11,54 . Capa ¢ lian dana SMK Swasta mempunyai
; nggalian
Apabila dilihat dari indikator pola pembiayaan SMK daj ﬁl r::%eah,p?-lflgini berarti bahwa kesulitan utama

diamati bahwa SMK Negeri maupun SMK Swasta secara &t ,
sendiri maupun bersama memiliki rata-rata skor hasil penelitinn yai
lebih besar dari rerata kriteria pada masing-masing indikator. Hal i
menujukkan bahwa skor yang dicapai sudah berada di atas rata-rais
Skor pencapaian masing-masing indikator untuk SMK Neget

maupun SMK Swasta dapat ditampilkan dalam tabel di bawah
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' aspek penggalian dana. Rendahnya

pn.::‘:lli"anpggﬁa papga Sph(;il(g Swasta dapat ditegaskz:n

" pertanyaan butir 38 yang menyatakap bahwa 57,69/9
% merasa kurang mampu dalam manggali dana sela.n.l dan
 dar orangtua siswa. Sedangkan un_tuk SMK Negeri justru
Nebanyak 63,63% SMK Negen menygtakan mampu
48 selain dari pemerintah dan orangtua siswa. Selain itu
ks otonomi berdasarkan jawaban butir nomor 50
hwi sebagian besar SMK Negeri maupun SMK Swasti
4 ketidaksesuaiannya bahwa dengan otonomi sekola

sunli sumber dana yang lebih besar.

¢
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wdalah dari pemerintah (pusat/daerah), sedangkan bagi

Dari berbagai uraian tersebut tampak bahwa penggalini » asukan terbesar adalah dari orangtua siswa.

masih merupakan masalah bagi SMK Negeri maupun SMK S
Oleh karena itu upaya untuk menggali dana sebanyak-butiyak
dari sumber yang bervariasi perlu ditingkatkan. Dalam kol
otonomi SMK terutama SMK Swasta perlu dimotivasi agir s
melaksanakan upaya tersebut.

4 upaya-upaya penggalian dana melalui unit pro-
' ara :)i:,r}rlliﬁlgn menunjang pembiayaan pendidikan.
Wi SMK Negeri maupun SMK Swasta menyatakan
wnan terkecil adalah dari unit produksi. Dangan datg
fidak akan mematikan semangat unt_uk_me_nggah
Lot lnin. Unit produksi dengan segala. variasinya perlu
gkan agar berperan secara mgm_ﬁkan dalam
pendidikan, Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian
i oleh Dedi Supriyadi (2003) terhadap 50 SMK
W menun-jukkan bahwa dari seluruh dana yang tercatat
48 sebagian besar (78,9%) dana berasal dar} pemermtah,'
U4, menjadi tanggungjawab keluarga siswa melalm
~wekolah dan sumbangan lain dan hanya 4.2% dari
| dun donatur lain. Lebih lanjut dikemukakan bahwa
seluruh anggaran untuk gaji  yang tercantun; dalam
iasal dari pemerintah, maka sebanyak 99.5 /o“dana
h ¢ disalurkan ke sekolah untuk pembayaran gajt. Hal
Sutang dari 1% dana dari pemerintah yang diterima SMK
pruntukkan bagi penyelenggaraan KBM.

Dalam pemanfaatan dana terlihat bahwa baik SMK
maupun SMK Swasta mampu memanfaatkan dana yang ada s
tepat. Pemanfaatan dana secara tepat trersebut ditandai den
kegiatan-kegiatan baik yang berhubungan kangsung dengin jus
belajar mengajar maupun yang tidak berhubungan langsung e
PBM. Sebagian besar SMK mampu memanfaatkan dana
membiayai kegiatan-kegiatan pembelajaran.

Aspek yang paling rendah pencapaiannya dalam §
pembiayaan SMK adalah pada kecukupan dana. Pada SMK Nege
dalam aspek ini mempunyai pencapaian paling rendah, domiki
Juga pada SMK Swasta. Dalam aspek ini terlihat semus 5
memiliki keterbatasan. Pada indikator pelibatan masyarakal, s
SMK' telah melakukannya. Masyarakat/orangtua mulai dililuik
dalam ikut memberi pertimbangan kebijakan sekolah Pudi s

ketersediaan fasilitas pun skor yang dicapai SMK Swastn | R —
e ';”f:h‘:l‘gg:gak daszu menggantungkan  diri d_ari dana
o Hal ini menuntut sekolah untuk aktif mencari sumber
Wi dari pemerintah. Upaya yang perlu dikembangkan
dengan  kemitraan  dan optimahsasy unit produkSL
! ﬁmhel pemasukan terbesar SMK. Negeri dari pem;:nntah,
Swmbangan dar orangtua siswa juga mempunyai peran
. Pads SMK Swasta jelas bahwa sumbangan terbe_saxf
wbiavann adalah dari orangtua siswa. Akan menjadi

fils kemampuan eckonomi orangtua siswa rendah yang

Dari deskripsi data di atas terlihat bahwa baik SMK Neges
maupun SMK Swasta semuanya masih merasakan keterhaias
dalam pemenuhan kebutuhan pembiayaan. Oleh  kniens
diperlukan berbagai upaya agar kemampuan pembiayaan meninghst

Sumber-sumber dana bagi SMK Negeri dan SMK Swask
relatif sama yaitu dari pemerintah pusat, pemerintah dusiah
orangtua siswa, masyarakat, block grant dan sumber lain 1eiledas
mencolok dari sisi sumber dana adalah: Sumbangan terbessr g
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a8l hambatan, SMK Negeri maupun SMK Swasta sama-
| rmasalahan serupa yaitu keterlambatan dalam
Juran sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa .sumbangan
i siswa sangat diperlukan dalam memenuhi kebutuhan
lenggaraan pendidikan. Upaya yang dllakukap pihak
i maupun Swasta dalam mengatasi hambatan 1m adalah

mengakibatkan keterlambatan pembayaran. Oleh karena ity 0
penggalian dana selain dari pemerintah maupun orangtus &
menjadi sangat beralasan.

Dalam pengalokasian dana baik SMK Negeri maupi 5
swasta mempunyai prioritas yang sama yaitu pembis

pendidikan/alokasi dana terbesar adalah pada pelaksanaan I tapkan skala prioritas dan menerapkan prinsip Su(;’:l‘dﬁ
Belajar Mengajar (PBM), sedangkan proses penyusunar angg mping itu upaya-upaya lainnya yang ditempuh - 'ka
antara SMK Negeri dan SMK Swasta memiliki pola yang saimi ¥ guri alternatif sumber-sumber pembiayaan pendidikan
diawali dengan rapat umum, rapat staf, dan keputusan ke Bgan membentuk dan mengembangkan unit produkst.

sekolah. Namun demikian pada SMK Negeri dalam menyi
RAPBS sudah melibatkan orangtua siswa maupun masyuis
melalui komite sekolah. Kebutuhan biaya minimal OPCTaRiS
antara SMK Negeri dan SMK Swasta relatif sama.  Kebul il
minimal operasional pertahun SMK Negeri berkisar antars | il
rupiah sampai dengan 2 Milyar rupiah. Sedangkan binya opes
sional per siswa per tahun berkisar antara 2 juta sampai dengan &
juta rupiah. Sedangkan kebutuhan minimal operasional [ 1k
SMK Swasta berkisar antara 250 juta sampai dengan |4 Mily
Sedangkan biaya operasional per siswa per tahun berkisar aiis
560. 000 sampai dengan 1,3 juta rupiah.

berbagai bahasan di atas menjadi pentipg adalah
K baik Negeri maupun SMK Swasta mulai menggali
he pembiayaan baik dengan menjalin kerjasa_ma usaha
s melalui optimalisasi usaha jasa dan.produks.l. Dengan
diharapkan SMK tidak tergantung dari pemerintah atau
BWi saja, serta menjamin tersedianya dana yang cukup
Jenggaraan pendidikan. Diterapkannya otonomi daerah,
#8i, Manajemen Berbasis Sekolah, dan lainnya merupakan
! yang tepat  untuk mendukung upaya SMK dalam

tuhan pembiayaan.

Salah satu fakor yang berpengaruh terhadap pembiayuus & 7
adalah jenis SMK maupun jumlahnya. Untuk SMK Teknolog

sdusarkan hasil penelitian serta pembahasan di atas dapat
Industri baik Negeri maupun Swasta mempunyai biaya operusis -

Jesimpulan sebagai berikut:

maupun biaya per siswa per tahun yang lebih besar/puling lwes Wy : 1o BerbiBvais
dibanding SMK kelompok lain. Dalam mencukupi  kebiuthas ,!B!"D‘“ chk"p“f T‘egunjﬁia;::h;?iﬁﬁan Fs)1e1bsidiydari
pembiayaan baik SMK Negeri maupun SMK Swasta NI 8 NCSW BRRLY masih com 7

niah dalam hal ini pemerintah pusat maupun daerah,
pols mandin yang berasal dari iuran orangtua siswa.
snhan untuk  SMK Swasta lebih domiqar} menggunakan
s manditl dengan dana yang berasal dari iuran orangrtua
¢ Subsidi dari pemerintah pusat maupun daerah diterima

pola yang sama dengan menempatkan skala prioritas serta snilvidl
silang. Upaya lain yang dapat dilakukan adalah mengpnli sumber
dana dengan cara yang bervariasi,
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4. Semua SMK Negeri maupun SMK Swasta menyatakai b

6. Upaya yang dilakukan SMK Negeri maupun SMK Swista dals

66
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dustrl serta menerapkan skala prioritas maupun subsidi

secara tidak tetap. Secara umum baik secara sendiri & . it
A pembiayaan pendidikan.

maupun gabungan pola pembiayaan SMK Negeri dan M

Swasta di DIY tergolong dalam katagori cukup baik B SMK Swasta menyatakan i

\erbesar dalam pembiayaan adalah keterlambatan
" pembayaran, yang dimungkinkan karena kondisi

konomi orangtua yang lemah.

It dilnkukan pihak SMK Negeri maupun SMK Swasta
sntnsi hambatan ini adalah dengan menerapkan skala
i menerapkan prinsip subsidi silang. mencarni
~sumber-sumber pembiayaan pendidikan misalnya
embentuk dan mengembangkan unit produksi.

Sebagian besar SMK Negeri (90%) menyatakan b
sumbangan terbesar berasal dari pemerintah daerah, dan hug
SMK (20%) yang menyatakan sumbangan terbesar dari o1##
siswa. Semua SMK Swasta (100%) menyatakn
sumbangan terbesar berasal dari orangtua siswa.

Sebagian besar SMK Negeri dan SMK Swasta menyuls
bahwa sumbangan dana terkecil berasal dari unit produksi.

program yang diutamakan dibiayai adalah yang héfk
langsung dengan PBM |
jang  perlu  dipertimbangkan dalam meningkatkan

Kebutuhan minimal operasional pertahun SMK Negeri et i Bembiayaan SMK Negeri dan Swasta £ DN

antara 1 milyar rupiah sampai dengan 2 milyar rupiah Seds
kan biaya operasional per siswa per tahun berkisar antum !
sampai dengan 2.2 juta rupiah. Kebutuhan minimal operasis
pertahun SMK Swasta berkisar antara 250 juta sampai deig
1,4 Milyar. Sedangkan biaya operasional per siswin per lal
berkisar antara 560. 000 sampai dengan 1,3 juta rupish H :
Kelompok Teknologi dan Industri baik Negeri maupun 5w
mempunyai biaya operasional dan biaya per siswa v
paling besar dibanding SMK jenis lain.

wimbangkan upaya penggalian dana dari sumber yang
| seiring dengan prinsip otonomi desentralisasi dalam
manajemen bebasis sekolah

san dana dari masyarakat dan duniausaha/industri bagi
siguataan pendidikan masih kecil. Oleh karena itu SMK
Mingkmkan kerjasama dengan dunia usaha/industg
wnye dalam program praktek industri maupun uji
S18l, namun juga pada upaya mendukung pembiayaan.
memenuhi  kebutuhan pembiayaaan adalah dengan s
alternatif lain pemasukan sumber dana misalnyi  denes
membuka unit usaha produksi dan jasa melalui unit prodiks
peningkatan peran orangtua siswa dalam pembiayann, kerjusais

hest SMK  sudah memiliki unit produksi namun
Wi sumbangannya bagi pembiayaan pendidikan masih
I heetl Oleh karena itu perlu dioptimalkan operasional dan
Jetmen unit produksi
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Abstract

W study aims at getting a description of similarities
wees between the traditional educational systems of
il pondok pesantren, and to gain an understanding of
e Ideologies and conceplts in society are molding and
W iraditional educational systems of gurukula in India
pesaniren in Indonesia. This is a case study
Wewe gurukulas and three pondok pesanirens. The data
Wil there are some similarities and differences. The
lariiies are on: (1) the founder, leader, teacher, (2)
swledge, (3) place for students to stay, and (4) place
w and learning. The differences are on: (1) founder’s
) students' gender, (3) lineage, (4) ownership, (5)
Wikl (0) succession system. From the survey findings,
i lude that the conservative school of thought which is
. hoth the very traditional gurukula and the very
pondok  pesantren  differs substantially  in its
. ubjectives, and methods from the more modern
% wml pondok pesantrens.  These more conventional
wre flrmly fixed in their ideology and are not about to
Jnges, at least not major changes, as adopted by both
W mdern and modern institutions. On the other hand,
¢ semi-modern and modern gurukulas and pondok
s are more flexible and thus able to blend something of
Wsiditions and something of the new more modern ways.
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